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BAB IV 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan temuan peneliti dan pembahasan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal mengenai evaluasi pengelolaan dana bencana alam 

berdasarkan PSAP 04 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Manggarai Timur sebagai berikut: 

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai Timur 

dalam menerapkan pengelolaan dana bencana alam yang telah dijabarkan oleh 

peneliti dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen pengelolaan dana 

bencana alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Manggarai Timur sudah diterapkan dengan baik berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri yang menjelaskan keuangan daerah yang 

penyusunan keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP) yang penjelasannya dilihat berdasarkan PSAP 04 yaitu, perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 

pengawasan. 

2. Evaluasi pengelolaan dana bencana alam sudah sesuai dengan peraturan 

pemerintah, tetapi dalam evaluasi pengelolaan dana bencana alam berdasarkan 

PSAP 04 belum berjalan efektif dikarenakan pengelolaan dana bencana alam 

berdasrkan Standar Peraturan Pemerintah (SAP 

6.2 Saran 

Sebagai saran dari penulis kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai 

Timur perlu adanya workshop PSAP 04 oleh Komite Standar Akuntansi 

Pemeritahan (KSAP) sesuai standar akuntansi pemerintahan yang tepat 

sebagai acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
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Kabupaten Manggarai Timur dalam menyusun laporan keuangan dan Perlu 

adanya pelatihan dan bimbingan teknis mengenai Penyempurnaan Proses 

Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan PSAP 04.  

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupeten Manggarai 

Timur perlu melakukan evaluasi pengelolaan dana bencana alam berdasarkan 

PSAP 04, walaupun pengelolaan dana bencana alam telah sesuai berdasarkan 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


